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ARAH REGULASI ....

NO UU JUDUL RUU TAHUN KETERANGAN

2

UU Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

2012 UU ini dimaksudkan pula untuk mengubah pengaturan pengadaan tanah yang represif
di masa orba dengan Keppres No 55 tahun 1993, Perpres No 36 tahun 2006 yang
diganti perpres No 65 Tahun 2006. Dalam UU ini yang penting adalah pengakuan
mengenai “pihak yang berhak” diperluas menjaid bukan hanya mereka yang menjadi
pemegang hak/pemegang sertifikat melainkan siapa yang menguasai dan mendapat
benefit atas lahan de facto berhak mendapatkan penggantian atas kehilangan benefit
(exclusion) akibat pengadaan tanah.UU ini memperluas bentuk ganti atas kehilangan
tanah yaitu dapat diberikan dalam bentuk: uang, tanah pengganti, permukiman
kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
Pasal ini tidaklah berlaku optional salah satu bentuk ganti kerugian, melainkan dapat
bersifat kumulatif. UU ini menolak bentuk praktek konsinyasi (meneitipkan uang ganti
rugi pada pengadlan) yang sangat merugikan masyarakat subjek pengadaan tanah.

18 Pangan 2012 Ramah terhadap impor pangan

18 2013 UU ini pada mulanya ditujukan untuk mengatasi illegal logging dan kejahatan18

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

2013 UU ini pada mulanya ditujukan untuk mengatasi illegal logging dan kejahatan
korporasi/mafia yang merusak kehutanan.Namun justru rentan menyebabkan
kriminalisasi terhadap masyarakat sekitar hutan maupun masyarakat adat.

19

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

2013 UU ini hanya mengatur adanya konsolidasi tanah, tanah pertanian terlantar dan
tanah negara bebas yang bisa diakses oleh petani melalui hak sewa, izin
pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan, pasal 59 UU ini. Perlu
diketahui bahwa hak sewa lahan pertanian bertentangan dengan Undang-Undang
Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa penggunaan
tanah negara dilakukan dengan hak pakai yang bukan sewa menyewa (Pasal 41
UUPA 1960).



ARAH REGULASI ...

NO UU JUDUL RUU TAHUN KETERANGAN

1 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan
Pulau-Pulau Kecil

2014
UU ini memuat kembali keberpihakan pada modal asing, dalam Pasal 26A, padahal
sudah ada koreksi dari Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi. “

6
Desa 2014

Maksud dari UU ini adalah membuka isolasi desa sekaligus menumbuhkan kelas
menengah baru di desa, dan memberi peluang desa mengelola sumber daya alamnya
sendiri.

21
Panas Bumi 2014

Substansi pokok UU ini memberi jalan bagi eksploitasi panas bumi di kawasan hutan,
melalui ijin panas bumi dan ijin pemanfaatan langsung. Subjek dalam UU ini adalah:
BUMN, BUMD, PT.

41

Perkebunan

UU ini melegitimasi ekspansi modal asing di sektor perkebunan yang selama ini diam-
diam terjadi. UU ini juga memberi jalan bagi ekspansi massif moda produksi
perkebunan untuk masuk di kawasan hutan melalui alih fungsi/status kawasan hutan
(pasal 11) dan juga kawasan masyarakat adat (pasal 12). Pasal kriminalisasi yang
telah digugat dalam JR MK terhadap UU No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan,
justru masuk kembali dalam pasal 55 UU Perkebunan yang baru ini.justru masuk kembali dalam pasal 55 UU Perkebunan yang baru ini.



RUU PROLEGNAS 2017 YANG
BERKAITAN DENGAN TANAH,
SUMBER DAYA ALAM DAN
MASYARAKAT ADAT

JUDUL RUU NA DAN
DRAFT

PERKEMBANGAN

PERTANAHAN DPR RDP

PERKELAPASAWITAN DPR PENYUSUNAN DI BALEG

PERUBAHAN ATAS UU NO 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK
DAN GAS

DPR BELUM DIBAHAS

PERUBAHAN ATAS UU NO 2 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DPR BELUM DIBAHAS

PERUBAHAN UU NO 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM
BUDIDAYA TANAMAN

DPR BELUM DIBAHAS

PERUBAHAN UU NO 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI
SDA DAN EKOSISTEMNYA

DPR BELUM DIBAHAS

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT DPR BELUM DIBAHAS



SUBSTANSI YANG HARUS ADA DALAM UU
PERTANAHAN

1. JENIS HAK, SUBJEK (TERMASUK: SUBJEK
KOMUNAL/BUKAN TUNGGAL DAN
PEMBATASAN SUBJEK HOLDING), CARA
PEROLEHAN, PENGHAPUSAN HAK, JANGKA
WAKTU, PEMBATASAN LUAS---
PENGHINDARKAN AKUMULASI LAHANPENGHINDARKAN AKUMULASI LAHAN
SECARA VERTIKAL

2. SINKRONISASI PENGATURAN MENGENAI
KEHUTANAN (TERMASUK HUTAN ADAT DAN
HUTAN JAWA) DAN ASET NEGARA
(PERKEBUNAN NEGARA)

3. PENYELESAIAN KONFLIK DAN TANAH
TERLANTAR

4. PENDAFTARAN TANAH STELSEL AKTIF
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